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BUPA TI PEMAL.ANG 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR 8I TAHUN 2008 

TENTANG 

URAIAN TGAS JABATAN STRUKTURAL 
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KA B U I E N  PEMAL ANG 

BUPATH PLMALANG 

• 

Menimbang 

Mengingat 

• a. bahwa dcngan telah citetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 
53 Tahun 2008 tentag Penjabaran Tugas Pokok. Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. perlu menetapkan Uraian Tugas 
Jabatan Struktural Danas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Pemalang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang U'rain Tugas Jabatan Struktural 
Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Iransmigrasi Kabupaten Pemalang. 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Duerah 
daerah Kabupaten dalam I ingkungan Propinsi awa Iengah: 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197.4 
Nomor 55, Tambuhur. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041). sehaaimam telah dihah dengan I 'rdng- mdang Nomor A >  
Tahun 1999 1entan Peruhahan ata. I m d a n I  dang vomor I a n  
1974 tentane Pokok-pokok fepegawan tl embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 199 Nomor 169, Tambuhan Lembaran Negara 
Republik Indonesia vomor 3890) 

3. Undang-Undang omor I0 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.t Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor I2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ALas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom1or 4844) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 
Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun I950, 

6. Peraturan Pemenntah Nomor [ahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.3 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262): 

7. Peraturan Pemeritah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

4593); 
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8. Peraturan Pemerintih Nomor 38 Tahun 2007 tentan Pembagian 

U/rusan Pererintan antara Pemerintah, Pemerintahan Derah 
Provinsi dan Pementahan Daerah Kabupaten ota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor • ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahuun 2007 tentang Organisast 
Perangkat Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan. 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor I Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Dacrah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2008 Nomor 1; 

13. Peraturan Daerah abupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 
12) 

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran 
Tugas Pokok, Fungi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Pemalang Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 
Nomor 53). 

Menetapkan 

MF MITUSKAN : 

PERATURAN B U I !  TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 

STRUKTURAL DINAS SOSIAL. TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI K ABUPATEN PEMALANG 

BAB I 

KET NTUAN UMUM 

• 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Pemalang 
2. Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati 

dan Perangkat Daerah sebagai unsur pen<lengara Pemerintahan Daerah 
3. Bupati adalah Bupati Pemalang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah. 

sekretariat DPRD, dinas daerah. lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer±h Kabupaten Pemalang 
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pemalang 
7. Dias Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga erja dan 

Transmigrasi Kabupaten Pemalang. 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Pemalang. 
9, Analisis Jabatan adalah proses. metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, 

menyajikan untuk program-program klemhagaan. kepegawaian dan ketatalaksanaan serta 
memberikan layanan pemanfantannya ' pihak-pihak, yang mengnakannya 

o lugas adalah proses mengolah hahan ken,a dengan mnenggunk an perangkat kersa untuk 
memperoleh hasil kerja 

I. Uraian Tugas adalah paparan secara rinei tentang tugas, 
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggng jawab, wewenang 

dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan jabatan dalam organisasi 
13. Pelaksana Tugas/ Staf adalah pegawai sang melaksanakan tugas-tuga teknis. 
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http:/ /jd i h.pemalangkab. go .id/ 
14. Pimpinan adalah pegawai yang melaksark.an tugas-tugas manajerial' kepemimpinan. 
I5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat tPTD adalah Unit Pelak sana 

Teknis Dinas Kabupaten Pemalang. 

BAB II 

SUSUNA N ORGANISASI 

lasal 2 

Susunan Organisasi Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri darit 
• Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan: 
3. Subbagian Umum 

c. Bidang Sosial, terdiri dari 
I Seksi Bina Sosial. 
2 Seksi Pelayanan Sosial; 

3 Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial. 

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelaihan dan Produktifitas terdii dari 

I. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
2. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas; 

3. Seksi Pengerahan dan Penempatun Tenaga Kerja. 
e. Bidang Hubungan Industrial. Syarat Kerja dan Pengawasan, terdiri dari: 

I. Seksi Hubungan Industrial dan Sarat Kerja; 
2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 
3. Seksi Kesejahteraan Kerja dan Baa Jamsostek. 

f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari: 

I. Seksi Pendaftaran, Pengerahan dan Pengolahan, 

2. Seksi Kerjasama Antar Daerah; 

3. Seksi Pembinaan dan Perpindahan 

g UPTD, 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

B.\8111 
URAIAN TUGAS 

Bagian Pertama 
Kepala Dinas 

asal > 

U/raian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut; 

a. merumuskan kebijakan teknis bidang sos1al, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai 
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyelenggarakan penyusunrn dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang 
sosiai, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang meliputi percncanaan jangka pendek 
dan mencngah scsuai dengan ketentuan cbagar pedoman pelaksanaan tugs, 

c. menyelenggarakan pelaksnaan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang 
sosial, ketenagakerjaan dan ketransmgrasian sesuai dengan ketentuan agar trcapat 
asaran dan tujuan yang telah direnana# an; 

d. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi dibidang. sosial, 
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai ketentuan yang berlakn untuk tertib 
administasi perijinan 

e. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan muupun tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang ugasnya gar pekerjaan selesai 
tepat waktu, 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

h. menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, 
kepegawaian, kehumasan, ketatalak saraan dan umum sesuai peraturan yang berlaku 
untuk tertib administrasi. 

i. mengorganisasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan sekretariat agar 
pekerjaan tepat waktu; 

j. mengendalikan pelaksanaan tugas bawathan dengan cara memberikan petunjuk agar ugas 
menjadi terarah; 

k. menetapkan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan 
bencana, penanganan bencana, penanganan pasea bencana dan kelembagaan penanganan 
bencana sesuai ketentuan vang berlakn 

I. menyelenggarakan pelaksanaan bimbinan teknis di bidang sosial. ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian sesuai peraturan yang berlaku untuk kclancaran pelaksanaan tugas% 

m. menyelenggarakan pengelolaan sister nformasi di bidang sosial, ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian melalui berbagai media informasi guna keterbukaan dan kemudahan 
akses informasi; 

n. menyelenggarakan kerjasama dengan Iembaga pelatihan kerja yang bergerak di bidang 
sosial, ketenagakcrjaan dan ketransmigraian untuk menjadi mitra kerja; 

o. merfasilitasi pelaksanaan program dan kcgiatan bidang sosial, ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian baik internal maupun eksternal untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melakukan pemantauan, pengendaltan dan pengawasan pengelolaan usaha dibidang 
sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk mnenghindari penyalahgunaan 
kepentingan umum; 

q. memberikan bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat keria 
serta organisasi pekerja/pengusaha lainnya sesuai peraturan yang berlakn guna 
keselarasan hubungan kerja, 

r. menyuun laporan pelaksanaan progrow, kegatan dan a ga ran  kl'I sesua ketentuan 
yang berlaku guna mendukung kelano aran pelaksanaan tugas: 

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawain secara rtin utuk peninpkatan kineria, 
t. mcnyclenggarakan monitoring dan saluasi pelahsanaan kegiatan bidang soial, 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan 
yang telah direncanakan; 

u. menyusun laporan keuangan Satuan erja Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi 
pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, 

v. melaksanakan pembinaan terhadap Uni t  Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas seeara 
intensif guna optimalisasi pelaksanaan tugas; 

w. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan 
kinerja; 

x. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai peraturan yang berlaku sebaga 
bentuk pertanggungjawaban tugas; 

y. memberikan saran dan pertimbanan kepada atasan sebagai bahan pengambilan 
keputusan; 

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Hagan Kedua 
iekretaris 

lasal 4 

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan dmas dan rencana kegiatan kesekretariatan sesuai 

ketentuan yang berlaku scbagai pedomun pelaksanaan tugas; 
b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial, 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian meliputi penyusunan RP1MD. RKPD, program. 
kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan scbagai 

• 
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pedoman pelaksanaan tugas; 
c. menyelenggarakan pengelolaan urusan ketatausahaan. kehumasan, kepegawaian, keuangan. 

perlengkapan dan organisasi sesuai peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi 
d. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 
e. mengkoordinasikan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dinas dengan bidang terkait 

guna keterpaduan pelaksanaan tugas 
f. mengelola sistem akuntansi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
g. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu; 
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas 

terpadu; 
i. mengkoordinasikan tugas bidang terkait untuk keterpaduan pelaksanan tugas%, 
j. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing dan 

mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan; 
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin sebagai bahan penilaian kinerja; 
I. menganalisis data dan informasi kesekretariatan secara sistematis untuk disajikan kepad 

atasan, 
m. menyelenggarakan pengelolaan administrsi meliputi perencanaan, keuangan, dan umum 

scsuai ketentuan guna tertib administrasi, 
n. memfasilitasi pelayanan kunjungan kera, tamu dinas dan 

bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 
didokumentasikan; 

o. melaksanakan monitoring dan evaluasi hegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang 
berlaku scbagai bahan penyusunan laporan 

p. menyusun Laporan Kinerja lstansi Pemerintah (LAKIP). LKPJLPPD, Pengawasan 
Melekat, Daloptan dan laporan rutin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku scbagai bahan 
pertanggungiawaban pelaksanaan tugas: 

q. memberikan penilaian kine ja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan 
kinerja bawahan; 

r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang sosial, ketenagakerjaan 
dan ketransmigrasian secara berkala gar tercapai sasaran dan tujuan yang telah 
direncanakan, 

s. membuat laporan pelaksanaan tugas secar berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban; 
t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan, 
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf l 
Kepala Subbagian Perencanaan 

L/raian tugas sebagammana epala Subbagian Perenanaan adalah sebapai berikut 
a. menyusun program kerja dan kegatan di dang sosial, ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian yang meliputi RENS[HUA, RENJA. DIA. RKA Man dokumen pereneanaan 
lainnya sesuai ketentuan sebagar pedoman pelak sanaan tugyas, 

b. menyiapkan bahan penyusunan LAKIP. LKPJ, LPPD, WASKAT, KORMONEV dan 
laporan lainnya sesuai dengan ketentuan schagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

c. menganalisis data perencanaan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 
secara sistematis sebagai bahan informasi kepada pihak yang membutuhkan; 

d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang 
tugasnya untuk mengetahui perk.embangan pelaksanaan tugas; 

e. mengkoordinasikan pelaksanakan tugas dengan unit kerja guna keterpaduan pelaksanaan 
tugas; 

f. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas, 

g. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan urusan perencanaan agar diperoleh 
kesesuaian antara perencanaan dan hasil, 

5 

informasi tentang egiatan di 
untuk dipublikasikan dan 
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h. memberikan penilaian kinerja sesuai denan ketentuan yang berlaku untuk peningkatun 
kinerja bawahan; 

i. mendistribusikan tugas kepada bawaha sesuai dcngan gasnya guna kelanearan 
pelak sanaan tugas; 

j. membuat laporan pelaksanaan tuga seer, berkala sebagai bentuk pertanggnngjaw.aban 
k. memberikan saran dan pertimbanan kepl atasan seagai bahan pengamblan keputusan 
I melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesui dengan ketentuan yang berlakt 

guna kelanearan pelaksanaan tugas. 

r.graf 2 

Kepala Subbagian euangan 

Pasal 6 

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut : 
a. menyusun program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan sesuai ketentuan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk tertib 

administrasi; 
e. menzliti kelengkapan administrasi keuangan yang diajukan oleh bendahara penerimaan dan 

pengeluaran sesuai dengan ketentuan guna kclancaran pngelolaan keuangan, 
d. melaksanakan verifikasi dokumen keangan sesuai dengan ketentuan guna tertib 

administrasi keuangan, 
e. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku scbagai bahan 

penyusunan laporan keuangan daerah; 
f, melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kcuangan agar diperoleh kesesuaian antara 

perencanaan dan hasil ; 
g. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan 

kinerja bawahan; 
h. membuat laporan pelaksanaan tugas sesara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban; 
• memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 3 
Kepala Subbagian Umum 

Pasal 7 

Uraian 'ugas Kepala Subbagian Umum adalat sebagai berikut; 
a. menyusun program kerja dan kegiatan di bidang sosial. ktenagakerjaan dan 

ketransmigrasian yang muputi ketatausahaan. kepegawaian, perlengkapan, kehumasan 
dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan sebgai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengelola ketatausahaan meliputi surit menyurat, perjalanan dinas, pelayanan tamu. 
pelaksanaan rapat dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas, 

c. mengelola kehumasan dan protokoler sesuai dengan ketentuan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas, 

d. mengelola ketatalaksanaan meliputi perataan ruang. prosedur kerja. hubungan tata kera, 
pengaturan atribut pakaian dan budaa kerja sesuai dengan kctcntuan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

e. mengelola kepegawaian meliputi data pegawai, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan 
berk.ala, usulan pensiun dan urusan kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan guna 
tertib administrasi; 

f. mengelola administrasi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan una tertit 
administrasi; 

g. mclakukan monitoring dan evaluasi engelolaan rusan ketatausahaan, kehmasan 

kepegawaian, perlengkapan, dan ketatalaksanaan agar dineroleh kesesuaian antara 
perencanaan dan hasil, 

« 
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h. memberikan penilaian kinerja sesuai cngan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan 

kinerja buwahan, 
i. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban: 
j. memberikan saran dan pert .nbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan, 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Ketiga 
Kepala Bdang Sosial 

Uraian tugus Kepala Bidang Sosial adalah sebagai berikut 
a. mcnyusun program kerja dan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan ketentuun 

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyusun kcbijakan, koordinasi dan faslitasi pengelolaan mitigasi'pcnccgahan beneana, 

penanganan bencana, penanganan pasca hencana dan kelembagaan penanganan beneana 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
melaksanakan kerjasama dibtng sos 1l lengan orgamtsast, lemhapa tan ayasan vany 
bergerak pada pengelelaan usaha sesejahteraan sosial hagi penyandang masalah 
kesejahteraan sosial sebagai mitra kerja Alam rangka peringkatan pelayanan kesejahteraan 
sos1al; 

d. melaksanakan identifikasit dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 
(PMKS) serta pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial 
(PSKS); 

e. melaksanakan kegiatan pembinaan, pngembangan, pendayagunaan, pelayanan dan 
rehabilitasi bantuan sosial bagi PMKS maupun PSKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
untuk peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya; 

f. mengembangkan jaringan sistem infomnsi kesejahteraan sosial melalui berbagai media 
sebagai wujud keterbukaan infornasi; 

g. menyelenggarakan pelestarian nilai-nilai epahlawanan. keperintisan dan kejuangan serta 
nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuat pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau 
pemerintah provinsi serta penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar 
Pahtawan Nasional dan perintis kemerdekaan; 

h. memberikan pelayanan dan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi): 
menyelengarakan proses pemberian rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang serta 
pengendalian dan pelaksanaan undian berhadiah; 

J. melaksanakan pemberdayaan, karang taruna, organisasi sosial, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), Organisasi Profesi teperti KKKS. Komda Lansia, Pertuni, BPOC 
PPCI), Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM). Pekerja Sosial Masyarakat 
(PSM) dan dunia usaha dengan menyelenggarakan pendidikan dan bimbingan teknis untuk 
dikembangkan di masyarakat; 

k. menyclenggarakan proses pemberian rekomendasi dan ijin usaha serta pengembangan dan 
pemberdayaan kepada organisasi. lembaa dan yayasan sosial yang bergerak di bidang 
usaha kesejahteraan sosial: 

l. menyelenggarakan peringatan Hari Pahlwan (HARPAH) . Hari Kesetiakawanan Sosial 
Nasional (HKSN), Hari Anak Nasional t1AN), Hani Internasional Penyandang Caeat 
(HIPENCA) dan Hari Lanjut Usia Nasional (HAL UN); 

m. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penanggulangan korhan tindak kekerasan dan 

korban penyalahgunaan narkoba sesuat dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk 
perlindungan kesejahteraan sosial; 

n. menyelenggarakan bimbingan in penyuluhan sosial melalui media informasi cetak dan 
elektronik maupun kegiatan langsung kepada masyarakat sesuai ketentuan untuk 
mendnkung kelancaran pelaksanaan tugas, 

o. memberikan pelayanan dan bantuan soil bagi penyandang cacat, eks penyakit kronis, eks 
psikotik dan lanjut usia non potensial melalui program jaminan sosial; 

p. memberikan rekomendasi untuk berobat ke rumah sakit bagi kcluarga tidak mampu: 
q. memberikan bantuan pelayanan sosial bag orang terlantar; 
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r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang sosial sosial sebagal 

bahan evaluasi dan pelaporan; 
s. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dcngan unit kerja terkait guna keterpanduan 

pelak sanaan tugas ; 
u. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang ugasnya untuk kelancaran 

pelak sanaan tugas; 
v. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan arahan dan bimbingan kerja 

guna peningkatan kerja; 
w.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kerada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan , 
x. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan 

prestasi kerja; 
y. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan 
z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang beraku 

guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

'aragraf I 
Kepala eksi Bina Sosial 

Pasal 9 

Uraian tugas Kepala Seksi Bina Sosial adalah sebagai berikut 
a. menyusun program kerja dan kegiatan eksi bina sosial sesuai peraluran yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas% 
b. mcnyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan penanganan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) serta pengembangan dan pendayagunaan potensi dan 
sumber kesejahteraan sosial (PSKS); 

c. melaksanakan administrasi Seksi Bina Sosial sesuai dengan ketentuan guna tertib 
administrasi; 

d. menyiapkan bahan pengembangan jargan sistem informasi kesejahteraan sosial melalui 
berhagai media sebagai wujud eterbrkn informasi 

e. men@yiapkan bahan pelestarian nilai ml i kenahlaanan. keperintsan dan eangan 

pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan vial, 
f. menyiapkan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar kepahlawanan 

keperintisan maupun satya lencana kehaktian sosial sesuai dengan ketentuan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial melalui media cetak dan elektronik 
maupun secara langsung kepadu masarakat; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan dan penyelenggaraan peringatan Hari Pahlawan 
(HARP AH) dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN); 

i. menyiapkan bahan pengembangan dan pendayagunaan organisasi profesi atau 
lembaganya seperti KKKS (Kordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial), Komda Lansia 
(Komisariat Daerah Lanjut Usia), PPCI ,Persatuan Penyandang Cacat Indonesia), BPO€ 
(Badan Pembina Olahraga Cacat) dan PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia; 

j. melakukan upaya peningkatan kerja sama lintas sektoral dan dunia usaha dalam 
pengembangan usaha kesejahtcraan sosial secara intensif guna terwujudnya kelancaran 
program bina sosial; 

k. menyiapkan bahan pengembangan dan pemberdayaan yayasan sosial yang bergerak pada 

Usaha Kesejahteraan Sosial ; 
I. menyiapkan bahan pengembangan dan pendayagunaan Karang Taruna, Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM) dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasiskan Masyarak.at 
(WKSBM) 

m. melaksanakan kegiatan pelayanan, pen;embangan, pemberdayaan dan pendayagunaan 
serta penyantunan bagi Panti dan Penghuni Panti Asuhan Anak maupun jompo (lanjut 
us ia); 

n. menjabark.an perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugs; 

o. mngkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 
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• 

p. 

q. 

r. 

s. 

t 

mendistribusikan tugas kcpada baahan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi bina sosial agar diperoleh 
kesesuaian antara perencanaan dan hail, 
melaporkan hasil tugas kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
memberikan penilaian kinerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan untuk 
peningkatan prestasi kerja 
memberikan saran dar pertimbanan kepada atasan sebagai bahan pengambilan 
keputusan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kctentuan yang 
berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 2 
Kepala Seksi Pelayanan Sosial 

Pasal 10 

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Sosial adalah sebagai berikut; 
a. menyusun program kerja dan kegiatan scksi pelayanan sosial sesuai peraturan yang 

berlaku sebagai pedoman pelak sanaan tugas, 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijaan teknis dibidang pelayanan, pengembangan, 

pemberdayaan, pendayagunaan dan penyantunan bagi lanjut usia luar panti, anak 
terlantar luar panti (anak terlantar, anal putus sekolah, anak yatim piatu), fakir miskin, 
keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, Keluarg Muda Mandiri, komunitas adat 
terpencil sesuai dengan ketentuan sebagi pedomun pelaksanaan tugas; 

c. mengelola administrasi seksi pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan guna tertib 
administrasi; 

d. melaksanakan kegiatan pclay anan, pevgembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan 
serta penyantunan bagi Lanjut Us Luar Panti, Anak Terlantar Luar Panti (anak 
terlantar, anak putus sekolah, anak yatim piatu), Fakir Miskin, Keluarga Rentan, Wanita 
Rawan Sosial Ekonomi, F eluarga Mud Mandiri. komunitas adat terpencil sesuai dengan 
ketentuan sebagai pedoman pelaksanan tugas; 

e. menyiapkar pelaksanaan penyclenggaraan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dan 
Hari Lanjut Uisia Nasional (IALUN), 

f. memberikan pelayanan dan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi); 
g. memberikan bantuan pelayanan sosial bagi orang terlantar; 
h. meniapkan bahan rekomendasi pengasuhan dan pengangkatan anak; 

melaksanakan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia melalui program jaminan sosial, 
j. melaksanakan identifikasi anak terlantr untuk diserahkan / dikirim ke panti-panti sosial 

baik milik pemerintah maupun swasta 
k. memberikan rekomendasi untuk berobat ke Rumah Sakit bagi keluarga tidak mampu 
l. peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam pengembangan usaha kesejahteraan sosial; 
m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawahan; 
n. menjabark.an perintah atasan baik tenulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
o. mendistribusikan tugas keda has. than sesui dengan tugnasnya guna kelancaran 

pelak sanaan tugas, 
p. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegratan sekst pelayanan sosial agar 

diperoleh kesesuaian antara perencanan dan hasil, 
q. mengkoordinasikan pelaksanaan tupas dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan 

pelak sanaan tugas; 
r. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

prestasi kerja; 
s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan 

keputusan, 
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku guna kelancaran pelak sanaan tugas. 
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Paragrat 3 
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial 

'sal I H  

Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi dan antuan Sosial adalah sebagai berikut 
a menyusun program kerja dan kegtar Seksi Rehabilitasi dan Bantuaun Sosial sesuai 

peraturan yang berlaku sebagar pedort pelaksanaan tuga 
b. mengelola administrasi seksi rehaihit.st dan bantuan sosial sestat dengan ketentuan 

guna tertib administrasi, 
c. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sos±al bagi penyandang cacat. eks penyakit kronis. 

penyandang penyakit sosial lainnyat Pengemis, Gelandangan, Wanita Tuna Susila 
PSK ), eks binaan lembaga kemasyarakatan, anak nakal, anak jalanan dan korban 
penyalahgunaan narkoba dan korban tindak kckerasan, 

d. melaksanakan kegiatan penanganan rehabilitasi dan bantuan sosial kepada korban 
bencana alam maupun korban bencana lainnya; 

e. melaksanakan hubungan kerjasama dengan lembaga, organisasi, dan yayasan yang 
bergerak dibidang rehabilitasi sosial an medis sebagai mitra kerja penanganan masalah 
kesejahteraan sosial; 

f. melaksanakan identifikasi para penan«dang cacat, gelandangan, pengemis, tuna susila, 
anak nakal dan anak jalanan untuk drserahkan ke panti-panti rehabilitasi baik milik 
pemerintah maupun swasta; 

g. menyiapkan bahan rekomendasi kepada para penyandang sacat sesuai dengan ketentuan 
yang melakukan rehabilitasi medik pada lembaga. organisasi dan yayasan yang bergerak 
dibidang rehabilitasi medik baik milik pemerintah maupun swasta, 

h. meryiapkan bahan dan pelaksanaan pcnyclenggaraan peringatan Hari Internasional 
Penyandang Cacat (HIPENCA); 

i. menyiapkan bahan pemberian bantuan sosial bagi penyandang cacat. eks penyakit kronis. 
eks psikotik; 

j. peningkatan kerja sama lintas sektoral dalarn pengembangan usaha kesejahteraan sosial ; 
k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban: 
l. menjabarkan perintah atasan baik tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
m. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan 

pelaksanaan tugas; 
o. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

prestasi kerja; 
p. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi dan bantuan 

sosial agar diperoleh kesesuaian antara perencanaan dan hasil; 
q. memberikan saran dan pertimbanpan kepada atasan scbagai bahan pengambilan 

keputusan; 
r. melaksanakan tugas lair, yang diberikan oleh atasan scsuai dengan ketentuan yang 

beraku guna kelancaran pelaksanaan tugas 

Bagian Keempat 
Kepala Bidang Penempatan Tenaga erja. Pelatihan dan Produktivitas 

Pasal 12 

Uraian tugas Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas adalah 
sebagai beikut: 
a. menyusun program kerja dan kebija#an teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan 

pelatihan sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 
b. menyelenggarakan penyebarluasan informasi pasar kerja, pendattaran pencari kerja dan 

lowongan melalui media masa, leaflet. booklet dan papan pengumuman agar diketahui 
peneari kera: 
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c. memberikan pelayanan informnasi past kerja, bimbingan kepada pencari kerja dan 

penguna tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku sebagai wujud keterbukaan informasi. 

d. merberikan pelayanan perizinan pendirian lembaga pelatihan kerju, pendirian lembaga 
bursa kerja'Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Lembaga Penyuluhan 
dan Bimbingan Jabatan, serta penertitan zin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 
untuk perpanjangan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sesuai ketentuan yang berlaku 
sebagai pelaksanaan pelayanan publik 

e. memberikan pelayanan rekomendsi izin pendirian Kantor Cabang Pelaksana 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), rekomendasi paspor TKI 
berdasarkan asal/alamat calon TKI. re#omendasi perizinan Balai Latihan Kera Luar 
Negeri (BLKLN) dan rekomendasi iz operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar 
Negeri, TKS Indonesia dan lembaga sukarela Indonesia, rekomendasi izin operasional 
Tenaga Kerja Sukarela (TKS) luar negeri, TKS Indonesia dan lembaga sukarela 
Indonesia, rekomendasi kepada swast.a lalam penyclenggaraan pameran bursa kerja/job 
fair serta rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan 
bimbingan jabatan yang akan melaku#an kegiatan. 

• melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. pembinaan dan 
penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negen sesuai ketentuan yang berlaku 
guna peningkatan kualitas sumber da»va manusia tenaga kerja. 

g. menyelenggarakan layanan informas posar kerja, sesuai peraturan yang berlaku untul 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

h. mtengarahkan pelaksan.aan pemasarn program. fasilitasi pelatihan. hasil produksi. 
lulusan pelatihan, pemagangan dalam negeni esuai peraturan yang berlaku punt 

kelancaran pelaksanaan tugas, 
i. menyelenggarakan pengelolaan data can administrasi pencari kerja, lowongan kerja. 

lembaga pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja scsuai 
peraturan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi. 

J. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
kelanjutan tugas lebih lanjut; 

k. mengawasi pelaksanaan tugas bawathan dengan cara membina, membimbing dan 
mengarahkan untuk peningkatan pelaksanaan tugas, 

l. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pelaksanaan 
tugas; 

m. mendistribusikan tugas kepuada bawahan sesuai tugas agar pelaksanaan tugas selesai 
tepat waktu; 

n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja dan bidang terkait gun 
keterpaduan pelaksanaan tugas, 

o. memberikar penilaian kinerja kepada bawahan sesuai aturan yang berlaku guna 
meningkatkan kinerja bawahan; 

p. melaksanakan monitoring dan evalusi pelaksanaan kegiatan Bidang Penempatan 
Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitasagar diperoleh kesesuaian antara perencanaan 
dan hasil; 

q. memberikan saran dan pertimbanan kepada atasan sebagai bahan pengambilan 
keputusan; 

r. membuat laporan pelaksanaun tugas kspuda atasan sesuai aturan yang berlaku sebagai 
bentuk pertanggungiawaban tugas; 

s. melaksanakan tugas lain yang diherikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.. 

l'aragrafl 
Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Passal 13 

Uraian tugas Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah 
sebagai berikut: 
a. menyusun program keris dan kegiatan seksi informasi pasar kerja dan perluasan 

kesempatan kerja sesuai peraturan yang berlaku sehagai pedoman pelak sanaan tugas; 
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b. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja dan 
lowongan melalui media masa, leaflet, booklet dan papan pengumuman agar diketahui 
pencari kerja; 

c. menyiapkan bahan penyusunan, pengolahan dan penganalisaan data pencari kerja dan 
data lowongan kerja secara sistimatis sebaga bahan informasi. 

d. melaksanakan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja 
dan pengguna tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud 
keterbukaan informasi. 

e. memproses perizinan pendirian lembaga bursa kerja'Lembaga Penempatan Tenaga 
Kerja Swasta (LPTKS), Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, rekomendasi 
untuk perizinan pendirian [LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang 
akan melakukan kegiatan, rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran 
bursa kerja/job fair serta rekomendasi zin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) 
luar negeri, TKS Indonesia dan lembaga sukarela Indonesia sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai pelaksanaan pelayanan publik; 

f menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan TKS dan 
lembaga sukarela sesuai ketertuan yang berlaku guna ketertiban operasionalisasinya. 

g melaksanakan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 
sesuai dengan ketentuan.. 

h. menyiapkan bahan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi 
tepat guna sesuai ketentuan yang berlaku sebagai upaya pemasyarakatan teknologi tepat 
guna. 

i. melaksanakan program perluasan kesempatan kerja melalui bimbingan usaha mandiri 
dan scktor informal scrta program pedat karya. scsuai kctcntuan yang berlaku guna 
memberikan kesempatan kerja dan berusaha kepada masyarakat; 

j. mengelola data pencari kera dan data lowongan kerja secara sistimatis dan berkala 
sebagai bahan informasi; 

k. melksanakan pelayanan administrasi antar kerja kepada pencari kerja sesuai prosedur 
dan mckanisme yang ditetapkan agar memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, 
minat dan kemampuannya 

I. mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan yang berlaku scbagai bahan 
pembuatan laporan; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bentuk pertanggungrawaban, 
n. menjabarkan perintah atasan baik tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelak sanaan 

tugas; 
o. mendistnbusikan tugas kepada bow.han sesuai dengan gassnva guna kelancarat 

pelak sanaan tugas; 
p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkatt untuk keterpaduan 

pelaksanaan tugas; 
q. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan prestasi kerja; 
r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Pasar 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja agar diperolch kesesuaian antara perencanaan 
dan hasil; 

s. membenikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan 
keputusan; 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku guna kelancaran pelak sanaan tugas. 

Paragraf 2 
Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas 

Psal 14 

Uraian tugas Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegitan seksi pelatihan dan peningkatan produktivitas 

sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyiapkan bahan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas scsuai peraturan yang 

berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas ; 
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e. mengelola instruktur lembaga latihan kerja dan peningkatan produktivitas sesuai 

ketentuan peraturan yang herlaku agar tercapai berdaya guna dan berhasil guna seeara 
maksimal; 

d. menyiapkan bahan pelatihan dan pengukuran produktivitas sesuai mekanisme yang telah 
ditentukan guna kelancaran pelaksantan pelatihan dan pengukuran produktivitas; 

e. memberikan pelayanan informasi pelatihan dan peningkatan produktivitas serta 
pemagangan dalam dan luar negeri melalui berbagai media informasi sebagai wujud 
keterbukaan informasi 

f. memberikan pelayanan perizinan pendirian, perpanjangan dan penambahan program 
lembaga pelatihan kerja sesuai pereturan yang berlaku guna mewujudkan kepastian 
hukum; 

8. memberikan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja sesuai ketentuan yang 
berlaku guna meningkatkan profesionahsme pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja. 

h. melaksanakan koordinasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerju 
melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Komisi Akreditasi guna kelancaran 
proses uji kompetensi dan akreditasi, 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelanjutan tugas 
lebih 'anjut; 

j. menjabarkan perintah atasan baik tertulis maupun lisan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugasnya guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

I. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait untuk keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

m. memberikan penilaian kinerja bawanan scsuai dengan ketentuan sebagai tolok ukur 
dedikasi, pengabdian, prestasi dan loyalitas; 

n. melaksanakan monitoring dan evalasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelatihan dan 
Peningkatan Produktivitas agar diperoleh kesesuaian antara perencanaan dan hasil; 

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan 

keputusan; 
p. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pelak sanaan tugas; 
q. melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku guna kelancaran laksanaan tugas. 

Paragraf3 

Kepala Seksi Pengerahan dan Penempatan Tenaga Keria 

Pasal I5 

Uraian tugas Kepala Seksi Pengerahan dan Penempatun Tenaga Kerja adalah sebagai berikut; 
a. menyusun program kerja dan kegiatan seksi pengerahan dan penempatan tenaga kera 

sesuai peraturan yang berlaku sebagat pedoman pelak sanaan tugas; 
b. menyiapkan bahan pcnyuluhan. pendattaran dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI sesuai ketentuan yang berlaku guna mendapatkan TKI yang berkualitas 
c. melaksanakan pengawasan terhadap egtan rekruitmen calon IK I  melalui pengeeekan 

dan pemantauan di lapangan ntuk banan evaluasi dan pelaporan; 
d. menyiapkan bahan fasislitasi pelaksaraar perianjian keriasam bilateral dan multlateral 

penempatan IKI sesuat ketentuan yang berlaku guna memberik.an perlindungan I I  
e. memproses rekomendasi izin pendiran Kantor Cabang Pelak sana Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia Swasta ( 1 I S ) ,  rekomendasi paspor I I  erdasarkan asal/alamat 
calon TKI, rekomendasi perizinan Bala Lathan Kerja luar Negen (LKLN) dan 
rekomendasi izin operasional Tenaga erja Sukarela(IKS) Luar Negeri. IKS Indonesia 
dan lembaga sukarela Indonesia serta lzin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk 
perpanjangan mempekerjakan Tenaga erja Asing. 

f. melaksanakan penyebarluasan sistem informasi TKI melalui berbagai media informasi 
guna memudahk.an akses dan pelayanan informasi TKI: 

l J 
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• melaksanakan pengawasan penyetoran dana perlindunan T] sesuai ketentuan yang 

berlaku guna menghindari penyalahgunaan; 
h. melaksanakan sosialisasi terhadap substansi perjanjian erja penempatan TK e luar 

negeri guna diketahui dan dimengerti oleh TKI 
i. menyiapkan bahan pembinaan, penguwasan dan monitoring penempatan maupun 

perlindungan tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlakt guna menghindar 
permasalahan penempatan dan perlindun_an tenaga kerja. 

j. melaksanakan pelayanan terhadap Bursa Kerja Luur Negeni (BKL.N) dan pelayanan 
kepulangan TKI sesuai ketentuan peraturan yang beraku guna perlindungan tenaga 
kerja. 

k. menyiapkan bahan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyan«lam caeat, lansia 
dan perempuan sesuai ketentuan yang herlakn gana menghindari diskimmnasi dalam 

penempatan tenaga kerja 
I. menyiapkan bahan penyuluhan, rekraitmen. scleksi dan pengesahan pengantar kerja 

serta penempatan tenaga kerja Antar erja Antar Darah (AKAD/Antar Kerja Lokal 
(AKL) sesuai prosesur dan mekanisme yang ditetapkan agar berjalan berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

m. menyiapkan bahan penerbitan Surat Persetujuan Penerpatan (SPP) Antar Kerja Lokal 
sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran penempatan tenaga kerju melalui 
mekanisme Antar Kerja Lokal 

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing 
(TKA) secara rutin agar penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) esuai ketentuan yang 
berlaku; 

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan yang berlaku scbagai bahan 
pembuatan laporan, 

p. membuat laporan pelaksanaan tugas epada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban; 
q. menjabarkan perintah atasan baik tertulis maupun lisun untuk kelancaran pelak sanaan 

ugas; 
• mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokoknya, agar pekerjaan 

selesai tepat waktu; 
s. mengkoordinasikan pelaksanaan Iugas dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan 

pelaksanaan tugas; 
t. memberikan penilaian kinerja sesui ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

prestasi kerja; 
u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengerahan dan 

Penempatan Tenaga Kerja agar diperoleh kesesuaian antara perencanaan dan hasil, 
v. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan scbagai bahan pengambilan 

keputusan; 
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dcngan ketentuan yang 

berlaku guna kelancaran pelak sanaan tug.as. 

Bagan Kelima 
Kepala Bidang Huburgan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan 

Pasal 16 

Uraian tugas Kepala Bidang luhungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan adalah 
sebagai berikut 
a. menyusun program kerja dan kegiatan idang hubungan industrial dan syarat kerja dan 

pengawasan sesuat peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelak sanaan tugas; 
b. menyusun program pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan 

ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku 
c. melaksanakan bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industri sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mempermudah penyelesaian hubungan industrial; 
d. memberikan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan 

yang berlaku guna mencari solust terbaik kesepakatan penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial; 
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e. memberikan pembinaan terhadap hubnngan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(JAMSOSTEK) serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan 
sesuai ketentuan yang berlaku guna membangun situasi kerja yang kondusif. 

f. menyusun usulan penetapan upah m r u m  kabupaten (U/MK) kepada gubernur untuk 
dikaji lebih lanjut sebagai bahan penetapan upah minimum kabupaten (I1MK) oleh 
guberur. 

g. memfasilitasi pembuatan peraturan peruandang-undangan, pembuatan kesepakatan kerja 
sama, pembuatan perjanjian kerja, pengupahan dan JAMSOSTEK sesuai peraturan 
yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan pngawast norma keselaratan dan keschatan kerja sesuai peraturan 
yang berlaku agar penempatan, pemasangan dan pemeliharaan peralatan industri sesuat 
standar yang telah ditentukan, 

i. menyelenggarakan pemberdayaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja dan 
kegiatan Perusahaan Jasa Kesclamatan dan Keschatan Kerja (PIK3) sesuai peraturan 
yang berlaku guna meningkatkan kinerja PIK3 dan kegiatan ahli keselamatan dan 
kesehatan kerja; 

j. menyelenggarakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerya 
(SMK3) sesuai peraturan yang berlaku guna mengurangi kecelakaan kerja dan 
meningkatkan kesehatan kerja, 

k. melaksanakan pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, higene 
perusahan, argonomic, kesehatan kera ang bersifat strategis. 

I. memfasilitasi penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja'buruh yang 
berdomisili dan pendaftaran perjanian pekerjaan antara perusahaan pemberi keria 
dengan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh 

m. me'aksanakan pencabutan izin operas·val perusahaan penyedia jasa pekeria bruh van 

berdomisili atas rekomendasi pemerintah dan atau peme nintah provinst. 
n. memfasilitasi penerbitan/rekomend.st tin) terhadan obwek pengawasan 

ketenagakerjaan. 
o. menyusun program pengawasan dan melaksanakan penyelesaian kasus tenaga kerpa 

Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja 
Antar Negara (AKAN) sesuai ketentuan Yang berlaku sebagai jaminan perlindungan hak 

tenaga kerja; 
p. melaksanakan penanganan kasus/meLkukan penyidikan terhadap perusahaan dan 

pengusaha yang melanggar norma ketenaugakerjaan. 
q. menyusun usulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan, usulan calon 

pegawai pengawas ketenagakerjaan dan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas 
ketenagakerjaan kepada instansi yang berwenang guna mendapatkan realisasi. 

r. menjabarkan perintah atasan sesuar petunjuk dan peraturan yang berlaku guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

s. mendistribusikan tugas kepada bawatan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

u. memberikan penilaian kinerja bawahan esuai aturan yang berlaku untuk meningkatkan 
kinerja bawahan; 

v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Hubungan 
Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasun agar diperoleh kesesuaian antara perencanaan 
dan hasil; 

w. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil evaluasi dan pembinaan sebaga 
bahan pengambilan keputusan, 

x. nemberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebaga 
bahan pengambilan keputusan; 

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku guna kelancaran pelaksanaan tuas. 
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Paragaraf I 
Kepala Seksi Hubunpan Industrial dan Syarat Kerja 

sal 17 

Uraian tugas Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah sebagai berikut; 
a. menyusun program kerja dan kegatan Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 

sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelak sanaan tugas, 
b. menyiapkan bahan pembinaan hubungan industrial, organisasi pekerja, organisasi 

pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit sesuai peraturan yang berlaku gun 
kelancaran pembinaan hubungan industrial, 

c. menyiapkan bahan pemberdayaan organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit 
dan tripartit dan hubungan industrial sesuai peraturan yang berlaku guna meningkatkan 
kerja lembaga perburuhan; 

d. menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan, 
pembuatan kesepakatan kerja sama dan pembuatan perjanjian kerja sesuai ketentuan 
yang berlaku guna mempermudah pembuatan peraturan perusahaan, kesepakatan kerja 
sama dan perjanjian kerja; 

e. menyusun perjanjian kerja untuk peempatan tenaga kerja Antar erja Antar Lokal 
(AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAL) dan Atar Kerja Antar Negara (AK ANT  

r. 

g. 
h. 

i. 

J 

k. 

I. 

m. 

0. 

p. 

q. 

s. 

(. 

v, 

sesuai ketentuan yang berlaku guna kepastan huk um, 
melaksanakan pendaftaran perjanjan kerja bersama. perjanjian pekerjaan antara 
perusahaan pemberi kerja dengan peraahaan penyedia jasa pekerjaburuh 
melaksanakan pencatatan Perjanjian erja Waktu Ferentu(PKWI) pada perusahaan. 
melaksanakan proses penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa 
pckerja/buruh yang berdomisili dan pendaftaran perejanjian pekerjaan antata perusahaan 
pemberi kerja dengan perusahaan penedia fasa pekerja/burul 
melaksanakan proses pencabutan zin operasonal perusahaan 
pekcrja/buruh yang berdomisili at.as rckomendasi pemerintah dan 
provinsi. 
meryiapkan bahan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 
mogok kerja dan penutupan perusahaan 
menyiapkan bahan pembinaan SDM lan lembapa penyelesaran perselisihan di luar 
pengadilan. 
menyiapkan bahan penyusunan dan pengusulan fornasi serta melakukan pembinaan 
mediator. konsiliator dan arbiter 
melaksanakan pendaftaran dan menytapi#an hahan selekst calon hakin ad ho pengadilan 
huungan industrial 
melaksamakan bmbingan hubugan mdtral En aft er; u neat egaan 
guna meningkatk.an hubungan industu. 
melak sarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai upaya 
pengendalian dan bahan informasi at.san, 
menjabarkan perintah atasan sesuai tug as dan peraturan yang berlaku guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran 
pelak sanaan tugas; 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 
memberikan penilaian kineria bawahan sesuai aturan yang berlaku untuk meningkatkan 
kinerja bawahan; 
melak sanakan monitoring dan evaluast pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Industrial 
dan Syarat Kerja. agar diperoleh kesesuatan antara perencanaan dan hasil, 
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagat 
bahan pengambilan keputusun, 
melaksanakan tugas lain yang dibenikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas. 
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I ' i r g r a f '  

Kepala Seksi Pen_aswasan Ketenagakerjaan 

Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut; 
a. menyusun program kerja dan kegiatan Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan sesua 

ketentuan yang berlaku sebagar pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pclaksanaan norma ketenagakerjaan 
c. melaksanakan pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan 

ketenagakerjaan. 
d. menyiapkan bahan penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap ohyek pengawasan 

ketenagakerjaan. 
e. menyiapkan bahan penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan 

pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan. 
f. menyiapkan bahan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keschatan Kerja 

(SMK3) 
8. menyiapian bahan koordinasi dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kera (SMK9) 
h. menyiapkan bahan pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, 

higyene perusahaan, ergonomic, kesetatan kerja yang bersifat strategis. 
i. melaksanakan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma 

ketcnapakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis. 
J menyiapkan bahan pemberdayaan tugsi dan kegiatan personil dari kelembagaan 

pengawasan ketenagakerjaan. 
k. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan pcngawasan ketenagakerjaan 
I. melaksanakan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 
m. menyiapkan usulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan. usulan calon 

pegawai pengawas ketenagakerjaan an penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas 
ketenagakerjaan kepada instansi yang berwenang guna mendapatkan realisasi, 

n. melaksanakan bimbingan pencegahan keelakaan kerja dan kesehatan kerja sesuai hasil 
koordinasi guna meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan keria; 

o. menyediakan fasilitasi pembentukkan panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja(P2K3) sesuai peraturat yang beraku; 

p. menyiapkan bahan pemberdayaan pelt sanaan kegatan ahli keselamatan dan kesehatan 
kerja, pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PIK31 
sesuai peraturan yang berlaku guna terlaksananya pemberdayaan kegiatan ahli 
keselamatan dan kesehatan kerja serta PIK3; 

q. melaksanakan pengawasan kerja malam wanita, norma kerja wanita dan pengawasan 
tenaga kerja anak sesuai peraturan yang berlaku guna dipatuhinya norma perempuan dan 
anak: 

r. menyusun program pengawasan dan melaksanakan penyelesaian kasus tenaga kerja 
Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja 
Antar Negara (AKAN) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai jami nan perlindungan hak 
tenaza kerja; 

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan, 
t. mcnjabarkan perintah atasan sesuai tagas dan peraturan yang berlaku guna kelancaran 

pelak sanaan tugas; 
u. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai peraturan yang berlakn guna kelancaran 

pelak sanaan tugas; 

v. mengkoordinasikan pelaksanaan ttagas dengan nit kerja terkait untuk keterpaduan 
pelak sanaan tugas, 

w. membenikan penilaian kinerja bawatan sesuai aturan yang berlaku ntuk memingkatkan 
kinerja bawahan; 

x. melaksanakan monitoring dan evalasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan 
Ketenagakerjaan agar diperoleh kesesnaian antara perencanaan dan hasil, 

y. memberikan saran dan pertimbangan epada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pengambilan keputusan; 
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z. melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 3 

Kepala Seksi Kescjahtern erja dan Bina Jamsostek 

Pas+al 19 

Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan eras dan Bina Jamsostek adalah sebagai benikut 
a. menyusun rencana progran dan kegiatan Scksi Kescjahtreraan Kerja dan Bina Jamsostck 

sesuai peraturan yang berlaku scbagai pedoman pelaksanaan tugas, 
b. melaksanakan bimbingan aphikasi pergupahan di perusahaan sesuai ketentuan yang 

berlaku guna penerapan aplikasi pengupahan. 
c. menyiapkan bahan pen usunan dan pengusulan peneiapan upath m n n u m  kabupaten 

(UMKy kepada gubernur untuk dils lebih lanjut sebagai bahan penetapan upah 
minimum kabupaten (UMK oleh gubernur 

d. melaksanakan bahan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial lenapa KNeria 
(JAMSOSTEK) sesuai ketentuan yang berlaku agar manajemen perusahaan mengikuti 
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEKy: 

e. melaksanakan bahan pembinaan penselenggaraan fasilitasi dan kesejahteraan di 
perusahaan 

f. melaksanakan bahan pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku 
hubungan industrial. 

g. melaksanakan bahan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP) 
h. melaksanakan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh sesuai 

ketentuan yang belaku sebagai bahan laporan kepada pemerintah provinsi 
i. menyiapkan bahan penetapan organisas pengusaha dan organisasi pekerja'buruh untuk 

duduk dalam lembaga-lembaga ketengakerjaan berdasarkan hasil verifikasi 
j menyiapkan bahan pembinaan terhaap penyelenggaraan fasilitasi dan kesejahteraan di 

perusahaan. 
k. menyiapkan bahan pembinaan mengenai pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta 

pelaku hubungan industrial. 
I. mengorcksi isi perjanjian kerja untuk penempatan tenaga kerja Antar Kerju Antar Lokal 

(AKAL), Antar Kerja Antar Daerah tKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 
yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan tenaga kerja dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja (JAMSOSTEK) sesuai ketentuan yang herlaku guna kcbenaran isi perjanjian; 

m. melaksanakan survey upah, harga kebutuhan pokok, kemampuan perusahaan, PDRB 
dan Indek Harga Konsumen (IHK) scbagai bahan penentuan Upah Minimum Kabupaten 
(UMK); 
melaksanakan pemantauan penerapan pengupahan dengan instansi terkait agar upah 
minimum Kabupaten dapat terlaksana 
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; 
menjabark.an perintah atasan sesuai tugas dan peraturan yang berlaku guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuar peraturan yang berlaku guna kelancaran 
pelksanaan tugas; 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dcngan unit kerja terkait untuk keterpaduan 
pelaksanaan tugas, 
memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai aturan yang berlaku untuk meningkatkan 
kinerja bawahan; 
melaksanakan monitorin, dan evalust pelaksanaan kegiatan Seksi esejahteraan dan 
Bina Jamsostek agar diperoleh kesesoaian antara pereneanaan dan hasil; 
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik hisan maupun tertulis sebagai 
bahan pengambilan keputusan; 
melaksanakan tugas lain yang dibenika n oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Bagian eenam 

Kepala Bidsng Transmigrasi 

Uraian tugas Kepala Bidang Transmigrasi at±uh sebagai berikut 
a. menyusun program kerja dan kegitan pada bidang transmgrasr sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas, 
b. menyusun srategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian 

sesuai ketentuan yang berlaku guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan 
c. menyusun usulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi sesuai mekanisme 

Yang berlaku guna mendapatkan alokasi transmigrasi 
d. melaksanakan Komunika ai, Informs dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian melalui 

berbagai media dalam rangka keterbukaan komunikasi dan informasi. 
e. menyelenggarakan kegiatan penjaja,an kerjasama bidang ketransmigrastan dengan 

daerah Kabupaten/Kota lain di lua Awa yang menjadi target/sasaran transmigrasi 
sesuai ketentuan yang berlaku untuk keerhasilan program ketransmigrasian; 

f. mcnyusun naskah kerjasama antar lacrah dalam perpindahan dan penempatan 
transmigrasi sesuai dengan kescpakatan ersama antar daerah. 

g. melaksanakan kerjasama perpindathan transmigrasi dan penataan persebaran 
transmigrasi yang serasi dan seimbang 

h. memberikan pelayanan pendaftaran. seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan 
persebaran transmigrasi, pelatihan, penampungan. keschatan, perbekalan, informasi 
perpindahan, pengangkutan dalam prose» perpindahan. pengaturan penempatan. adaptai 
lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi sesuai prosedur yang ditetapkan 

i. menyusun penelapan status calon transnngran berdasarkan kriteria pemerintah 
j. melaksanakan identifikasi dan analiis mergenai keserasian penduduk dengan daya 

dukung alam serta daya tampung link ugan, 
k. memberikan bimhingan dan pelatit+n dalam ramgka penyesanan kompetens 

perpindahan transmigrasi serta peming+atan keteramp lan dan keathan epada ealo 
transmigran guna bekal kchidupan di lo#ai transmigrasi, 

I. menyelenggarakan pemeliharaan semu fasilitas, sarana dan prasarana transmigras 
sccara terus-menerus agar berfungsi see ra maksimal 

m. mengevaluasi dan memantau semua kegiatan pada hidang transmigrasi sehingga 
kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan 

n. melaporkan scmua kegiatan pada bidang transmigrasi secara berkala sebagai 
pertanggungiawaban pelaksanaan tugs, 

o. menjabarakan perintah atasan baik tertuiis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

p. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membina.membimbing dan 
mengarahk.an untuk peningkatan pelak sanaan tugas, 

q. mendistribusikan tugas epada bawahan di bidang transmigrasi, agar pekerjaan dapat 
terselesaikan tepat waktu; 

r. mengkoordinasikan pelaksanaan tu_as dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang transmigrasi agar 
diperoleh kesesuaian antara perencanan dan hasil; 

t. memberikan penilaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku untuk meningkatkan 
prestasi kerja, 

u. memberikan saran dan pertimbangat kepada atasan sebagai bahan pengambilan 
keputusan; 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikn oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku guna kclancaran pelaksanaan tugas 
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Paragrafl 

Kepala Seksi Pendaftaran. Pengerahan dan Pengolahan 

Pasal 2I 

Uraian tugas Kepala Seksi Pendaftaran, Pengerahan dan Pengolahan adalah sebagai berikut : 

a. menyusun program kerja dan kegiatan pada scksi pendaftaran, pengerahan dan 
pengolahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan pengelolaan data base animo transmigrasi secara terus-mencrus guna 
pemenuhan target calon transmigran 

c. melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi transmigrasi melalui berbagai media 

informasi yang ditetapkan guna memdahkan akses informasi transmigrasi kepada 
masyarakat. 

d. melaksanakan pendaftaran dan seleks calon transmigran sesuai ketentuan yang berlaku 
guna mendapatkan calon transmigran yang berkualitas 

e. menyiapkan bahan penyusunan penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria 
pemerintah. agar kegiatan transmigrasi dapat berjalan dengan baik; 

f, melaksanakan penyuluhan transmigrasi seara sistimatis dan terprogram guna 
meningkatkan animo dan motivasi mas»yarakat untuk transmigrasi. 

B melakukan pemeliharaan sarana dan prsarana transmigrasi agar fasihitas yang ada dapat 
dimanfaatkan secara efektif dan efisien 

h. melakukan identifikasi dan inventarisas eksodan secara sistimasis agar dapat ditentukan 
alternatif solusi yang tepat; 

i. menyiapkan bahan Komunikasai, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian dengan 
melibatkan semua unsur masyarakat guna memasyarakatkan program transmigrasi; 

J. menyiapkan administras pemberangkatan salon transmigran sesuai ketcntuan yang 
berlaku untuk tertib administrasi. 

k. melaksanakan pembinaan terhadap ca+on transmigran yang dinyatakan lulus seleksi 
secara rutin guna pemenuhan target alokasi yang ditetapkan 

I. mengevaluasi dan memantau semua kegiatan pada seksi pendaftaran. pengerahan dan 
pengolahan schingga kegiatan dapat herialan sesuai dengan target yang diinginkan; 

m. melaporkan semua kegiatan pada scksi pendattaran, pengerahan dan pengolahan secara 
berkala sebagai bahan kajian atasan, 

n. menjabarkan perintah atasan baik tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

o. mendistribusikan tugas kepada bawaha agar peerjaan dapat terselesaikan tepat waktu; 
• mengkoordinasikan pelaksanaan tug.ts dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan 

pelaksanaan tugas; 
q. memberikan penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

prestasi kerja; 
melaksanakan monitoring da m n  e va l u a s i  pelaksanaan kegiatan Seksi Pendattaran 
Penerahan dan Penolahan arr dieoeh kesesuaia antara pereneanaan tan hasil; 

s. memberikan saran dan pertimbanan kepada atasan sebagai baha pengambilan 
keputusan, 

t. melaksanakan tugas lain yang dibenikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku guna kelancaran pelak sanaan tugas 

Paragraf 2 

Kepala Seksi Kerjasama Antar Daerah 

P.al 22 

Uraian tugas Kepala Seksi Kerjasama Antar Daerah adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kcgiatan pada seksi kerjasama antar daerah sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menginventarisasi daerah-daerah tujuan transmigrasi sebagai bahan rintisan kerjasama 

sesuai ketentuan yang berlaku. 
c. melakukan upaya dan langkah-langkah strategis terhadap informasi lokasi transmigrasi 

agar sesuai dengan animo calon transmigran 
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d. menyiapkan rintisan kerjasama trarmgrass dengan daerah lain di luar jawa melalur 
pengkajian yang cermat dan komprehensif guna keberhasilan transmigrasi 

e melaksanakan kegiatan penaagan erasama dempan daerah lain di Jut fa €sari 

cermat dengan memperhatikn prospei dan dampak pengemhaman trammigra1 gna 

keberhasilan transmigrasi. 
f, menyiapkan bahan penyusunan naskat kerpasama antat daerah dalam perpindahan dan 

penempatan transmigrasi sesuai dengan kesepakatan hersama antar daerah. 
g melaksanakan pemantauan dan penumtauan kesiapan lokasi transmigrasi secara periodik 

guna mengetahui perkembangan kesiapan penataan lokasi tujuan transmigrasi 
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan transmigran pasca penempatan 

secara periodik; 
i. mengevaluasi dan memantau semua kegiatan pada seksi kerjasama antar daerah 

schingga kegiatan dapat berjalan sesui dengan target yang diinginkan, 
J. melaporkan semua kegiatan pada seksi kerjasama antar daerah secara berkala scbagar 

bahan kajian atasan; 
k. menjabarkan perintah atasan baik tertuhis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
I. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu: 
m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugs dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan 

pelak sanaan tugas, 
n. memberikan penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

prestasi kerja; 
o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama Antar 

Daerah agar diperoleh kesesuaian antara perencanaan dan hasil 
p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan scbagai bahan pengambilan 

keputusan; 
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragaraf J 

Kepala Seksi Pemtnaan dan Perpindahan 

Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Perpindahan adalah sebagai berikut; 
a. menyusun rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan dan perpindahan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
b. melaksanakan pelatihan "lam .gka penycsuaian kompetensi perpindahan 

transmigrasi guna peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran 
c. nelaksanakan penampungan, permakanan, kesehatan, perhekalan dan informasi 

perpindahan kepada calon transmigran guna penyiapan fisik dan mental perpindahan ke 
lokasi tujuan transmigrast. 

d. melaksanakan pengangkutan dalarm proses perpindahan menggunakan alat transportasi 
guna kelancaran perjalanan perpindahan ke lokasi tujuan transmigrasi. 

e. melaksanakan pembinaan dan pemntapan kepada calon transmigran yang akan 
diberangkatkan ke lokasi transmigrasit, 

f, melaksanakan pemehiharaan dan praw.atan sarana dan prasarana mobilitas schingg 
dapat dimanfaatkan sceara efecktif dan etisien, 

g. melakukan bimbingan usaha kepado talon transmigran puna peningkatan kemampuan 
sosial ekonomi; 

h. melaksanakan monitoring. evaluasi lan pembinaan transmigrasi pasca penempatan 
transmigran ke lokasi tujuan transmigrai secara periodik 

• mengevaluasi dan memantau semus kegiatan pada seksi pembinaan dan perpindaham 
sehingga kegiatan dapat berjalan ses lengan target yang tetapkan: 

J. melaporkan semua kegiatan pada eksi pembinaan dan perpindahan seeara berkala 
sebagai bahan kajian atasan; 

k meniabarkan perntah atasan Baik t, t s mapun hrs.an untntk ielanearan pelak sanaan 
ugas; 

l. mendistribusikan fugas kepad. baw.h, sesuar tugasra untuk kelansaran pelaksanaan 
tugas ; 
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m. n.engkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan 

pelaksanaan tugas; 
n. memberikan penilaian kinerja sesuni ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

prestasi kerja; 

o. melaksanakan monitoring dan evaluast pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan 
Perpindahan agar diperoleh kesesuaian antara perencanaan dan hasil; 

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasun sebagai bahan pengambilan 

keputusan, 
q. melaksanakan tugas lain yang diberan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku guna kelancaran pelakssanaan tunas. 

B . \ 8 I V  

KETENTAN PENUTUP 

Pa al 24 

Pada saa! Peraturan Bupati imi m l a i  ber[ makn enutrsan Iupat emalang Nomor 4i 
Fahun 200-4 tentang Pedoran traian l u g . s  Jabatan Struktual Dins enaa Nerta dan 
Transmigrasi Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah abnpaten l'emalan Tahun 20104 
Nomor 54 ), dieabut dan dinyatakan tidak be:rlaku. 

Pal 25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 15 Desember 2008 

au8u EMAL.ANG. 
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